
 
 

BUPATI SIDOARJO 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO 

NOMOR  10  TAHUN  2023 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2022  

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2023 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SIDOARJO, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah 

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor 440/793/102.1/2023 

tanggal 12 Januari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja 

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan kepada 

Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2023, Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 045.2/1010/201.4/2023 tanggal 13 

Februari 2023 perihal Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan 

Keuangan Khusus Bidang Pendidikan kepada Kabupaten/Kota 

pada APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023, serta 

dengan mempertimbangkan mendesaknya kebutuhan 

pemeliharaan jalan di wilayah Kabupaten Sidoarjo, perlu 

dilakukan perubahan atas penjabaran Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;  

b.  bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2023 pada poin G. Hal Khusus Lainnya nomor 22. 

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dibiayai dari dana 

transfer yang sudah jelas peruntukannya atau penggunaanya 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Dana 

Darurat yang diterima daerah pada tahap pasca bencana, 

bantuan keuangan yang bersifat khusus yang belum cukup 

tersedia dan/atau belum dianggarkan, dapat dilaksanakan 

mendahului penetapan Perda tentang Perubahan APBD dengan 

cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan 

Penjabaran APBD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda 

tentang Perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam LRA 

bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD 

TA 2023; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2023; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan 

Daerah  Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12        

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa 

Barat, dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004   

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia   

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13      

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6801);  

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan 

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); 

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 186); 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri       

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018        
Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114). 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). 
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);  
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang 

Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);   

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia        

Tahun 2022 Nomor 972); 
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19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo            
Tahun 2022 Nomor 3 Seri A); 

20. Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 

(Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 121); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 121 TAHUN 2022 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

 

Pasal I 

 Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 121 

Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo 

Tahun 2022 Nomor 121), diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 3 

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2023 

direncanakan sebesar Rp.4.773.489.146.395,00 (empat triliun 

tujuh ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan 

puluh sembilan juta seratus empat puluh enam ribu tiga 

ratus sembilan puluh lima rupiah) yang bersumber dari: 

a. PAD; 

b. pendapatan transfer; dan 

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 5 diubah, sehingga 

Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 5 

(1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.2.834.148.393.903,00 (dua triliun delapan ratus tiga 

puluh empat miliar seratus empat puluh delapan juta tiga 

ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga rupiah) 

yang terdiri atas: 

a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan 

b. pendapatan transfer antar daerah. 

(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar        

Rp.2.360.764.522.000,00 (dua triliun tiga ratus enam 

puluh miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima 

ratus dua puluh dua ribu rupiah). 
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(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.473.383.871.903,00 (empat ratus tujuh puluh tiga 

miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus 

tujuh puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah). 

 

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai 

berikut : 

 

Pasal 7 

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan 

sebesar Rp.5.221.389.146.395,00 (lima triliun dua ratus dua 

puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta 

seratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh 

lima rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja operasi; 

b. belanja modal; 

c. belanja tidak terduga; dan 

d. belanja transfer. 

 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (6) dalam Pasal 8 diubah, 

sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 8 

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam    

Pasal 7 huruf a, direncanakan sebesar 

Rp.3.667.352.862.053,00 (tiga triliun enam ratus enam 

puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh dua juta delapan 

ratus enam puluh dua ribu lima puluh tiga rupiah) yang 

terdiri atas: 

a. belanja pegawai; 

b. belanja barang dan jasa; 

c. belanja subsidi; 

d. belanja hibah; dan 

e. belanja bantuan sosial. 

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

direncanakan sebesar Rp.1.660.973.527.863,00 (satu triliun 

enam ratus enam puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh 

tiga juta lima ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus 

enam puluh tiga rupiah). 

(3)  Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, direncanakan sebesar Rp.1.578.313.680.046,00 

(satu triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar tiga 

ratus tiga belas juta enam ratus delapan puluh ribu empat 

puluh enam rupiah). 

(4)  Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

direncanakan sebesar Rp.2.520.000.000,00 (dua miliar lima 

ratus dua puluh juta rupiah). 

(5)  Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

direncanakan sebesar Rp.317.715.934.144,00 (tiga ratus 

tujuh belas miliar tujuh ratus lima belas juta sembilan 

ratus tiga puluh empat ribu seratus empat puluh empat 

rupiah). 
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(6)  Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e, direncanakan sebesar Rp.107.829.720.000,00 

(seratus tujuh miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta 

tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). 

 

5. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dalam Pasal 9 diubah, sehingga 

Pasal 9 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 9 

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

huruf b, direncanakan sebesar Rp.887.008.584.616,00 

(delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan juta lima 

ratus delapan puluh empat ribu enam ratus enam belas 

rupiah), yang terdiri atas: 

a. belanja modal tanah; 

b. belanja modal peralatan dan mesin; 

c. belanja modal gedung dan bangunan; 

d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  

e. belanja modal aset tetap lainnya; dan 

f. belanja modal aset lainnya 

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, direncanakan sebesar Rp.134.123.750.000,00 

(seratus tiga puluh empat miliar seratus dua puluh tiga juta 

tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). 

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar 

Rp.200.584.438.996,00 (dua ratus miliar lima ratus delapan 

puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu 

sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah). 

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar 

Rp.179.435.641.353,00 (seratus tujuh puluh sembilan 

miliar empat ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat 

puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah). 

(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar 

Rp.370.845.800.267,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar 

delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus ribu 

dua ratus enam puluh tujuh rupiah). 

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.910.704.000,00 

(sembilan ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu 

rupiah). 

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.1.108.250.000,00 

(satu miliar seratus delapan juta dua ratus lima puluh ribu 

rupiah). 
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6. Ketentuan dalam Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 

sebagai berikut : 

 

Pasal 10 

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 huruf c, direncanakan sebesar Rp.15.351.766.338,00 

(lima belas miliar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus 

enam puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). 

 

7. Lampiran I, lampiran II, dan lampiran IV diubah dan harus dibaca 

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Sidoarjo. 

 

 

        Ditetapkan di Sidoarjo 

        pada tanggal   2   Maret   2023 

 

            BUPATI SIDOARJO, 

 

   ttd 

 

       AHMAD MUHDLOR 

 

Diundangkan di Sidoarjo 
pada tanggal  2   Maret 2023 
 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SIDOARJO, 

 

                  t ttd td 

 

 

ANDJAR SURJADIANTO 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOREG PERBUP : 10 TAHUN 2023 


